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MOTO 

 

“Renci Marnita Zalukhu” 

Kegagalan terjadi karena terlalu banyak berencana tapi sedikit berpikir. 

 

“Breathe – Lee Hi” 

Someone’s breath. That heavy breath. 

How can I see through that? 

Though I can’t understand your breath. 

It’s alright, I’ll hold you. 

You really did a good work. 
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ABSTRAK 

 

Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja APBDesa 

(Studi Kasus Pada Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan)  

 

Dizzy Asrinda Siswi Ramadhani 

 

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember 

 

Penelitian dilakukan untuk menganalisis rasio keuangan guna menilai 

kinerja pemerintah desa melalui APBDes tahun 2015, 2016, dan 2017. Rasio 

keuangan yang digunakan dalam penelitian ada 5 yaitu rasio kemandirian, rasio 

keserasian, rasio pertumbuhan, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Objek penelitian yaitu Desa Bulak, 

Kabupaten Magetan. Penelitian dilakukan menggunakan data yang berasal dari 

APBDes mulai tahun 2015-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja 

pemerintah Desa Bulak dari aspek kemandirian dan aspek keserasian masih sangat 

kurang. Tingkat pertumbuhan Desa Bulak cukup baik, dan tingkat efisiensi tahun 

2015 dan 2016 tidak efisien, sedangkan tahun 2017 cukup efisien, sedangkan 

tingkat efektivitas tahun 2015, 2016, dan 2017 adalah efektif. 

 

 

Kata Kunci : rasio keuangan, APBDes, pengukuran kinerja. 
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ABSTRACT 

 

 

Analysis of Finansial Rasio to Assess The Performance of The Village Revenue 

and Expenditure Budget (Case Study of The Bulak Village, Bendo Sub-district, 

Magetan District) 

 

Dizzy Asrinda Siswi Ramadhani 

 

Accounting Department, Faculty of Economics and Business, University of 

Jember 

  

 The research was conducted to analyze financial ratios in order to 

assess the performance of village governments through village revenue and 

expenditure budgets for 2015, 2016, and 2017. The financial ratios used in the 

study were 5 namely independence ratio, harmony ratio, growth ratio, efficiency 

ratio, and effectiveness ratio. This research is quantitative descriptive. The 

research object is Bulak Village, Magetan Regency. The research was conducted 

using data from the village revenue and expenditure budget from 2015-2017. The 

results showed that the performance of the Bulak Village government from the 

aspect of independence and aspects of harmony was still very lacking. The growth 

rate of Desa Bulak is quite good, and the efficiency levels of 2015 and 2016 are 

inefficient, while 2017 is quite efficient, while the effectiveness of 2015, 2016 and 

2017 is effective. 

 

 

Keywords : Financial Ratio, Village Revenue And Expenditure Budget, 

Performance Measurement .  
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RINGKASAN 

 

Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai  Kinerja APBDes (Studi Kasus Desa 

Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan); Dizzy Asrinda Siswi 

Ramadhani, 150810301043; 2019; 47 halaman ; Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. 

 

Prinsip otonomi daerah tidak terlepas dari pembangunan daerah yang 

merupakan bagian dari pembangunan nasional. Kewenangan dan tanggung jawab 

daerah dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakatnya didasarkan pada 

prinsip keterbukaan, partisipasi, dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan otonomi 

daerah memiliki alasan penting salah satunya untuk memperbaiki kinerja di 

pemerintahan Kabupaten/Kota. Dibawah kabupaten atau kota terdapat kecamatan, 

dimana kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Menurut 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan 

yang dimiliki desa untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri 

tersebut termasuk dalam pengelolaan keuangannya. Pengelolaan keuangan desa 

adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penerimaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan 

keuangan desa dilakukan sendiri oleh pemerintah desa, yang biasa disebut 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes merupakan rencana 

keuangan Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun. 

Desa Bulak merupakan salah satu desa yang menyusun APBDes setiap 

tahunnya. Desa Bulak memiliki visi yaitu terwujudnya kesejahteraan dan 

kemakmuran masyarakat Desa Bulak melalui peningkatan kinerja aparatur 

pemerintah dan SDM serta gotong royong membangun desa. Berdasarkan visi 

Desa Bulak, kinerja aparatur pemerintah desa dapat diukur melalui APBDes 
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menggunakan rasio keuangan daerah. Rasio keuangan daerah yang digunakan 

untuk mengukur tingkat kinerja dari APBDes ada 5 yaitu rasio kemandirian, rasio 

pertumbuhan, rasio keserasian, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Penelitian ini 

menggunakan APBDes Desa Bulak tahun anggaran 2015-2017, sehingga kinerja 

pemerintah desa dapat dibandingkan dan disimpulkan kekurangan serta kelebihan 

dari kinerja pemerintah desa 3 tahun terakhir. Apabila terdapat kekurangan maka 

dapat dijadikan sebagai acuan untuk memperbaiki kinerja kedepannya. Peneliti 

memilih Desa Bulak karena jika dibandingkan Desa lain seperti Desa Tanjung, 

Desa Tegalarum, dan Desa Kincang dengan anggaran yang sama namun memiliki 

infrastruktur yang lebih baik. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif menggunakan 

data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan 

perangkat Desa Bulak, dan data sekunder diperoleh dari pihak perangkat desa 

dalam bentuk dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data 

APBDes tahun 2015, 2016, dan 2017. Teknik analisis data menggunakan 

perhitungan rasio keuangan yaitu rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, rasio 

keserasian, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas, yang kemudian hasilnya di 

analisis untuk mengetahui tingkat kinerja dari pemerintah Desa Bulak.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Desa Bulak dari 

aspek kemandirian masih sangat kurang yaitu sebesar 3,04% (2015), 1,73% 

(2016), dan 1,45% (2017), sedangkan dari aspek keserasian juga masih sangat 

kurang yaitu belanja rutin sebesar 42% (2015), 38% (2016), dan 43% (2017), 

untuk belanja modal sebesar 41% (2015), 33% (2016), dan 42% (2017). Tingkat 

pertumbuhan Desa Bulak cukup baik, dari total pendapatan yaitu sebesar 43,93% 

(2016), dan 34,89% (2017), dari belanja rutin sebesar 30,26% (2016), dan 53,73% 

(2017), sedangkan dari belanja modal sebesar 15,44% (2016), dan 70,97% (2017). 

Tingkat efisiensi tahun 2015 dan 2016 sebesar 100% yang berarti tidak efisien, 

sedangkan tahun 2017 sebesar 87,93% yang berarti cukup efisien. Tingkat 

efektivitas tahun 2015, 2016, dan 2017 sebesar 100% yang berarti efektif. 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Prinsip otonomi daerah tidak terlepas dari pembangunan daerah yang 

merupakan bagian dari pembangunan nasional. Kewenangan dan tanggung jawab 

daerah dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakatnya didasarkan pada 

prinsip keterbukaan, partisipasi, dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan otonomi 

daerah memiliki alasan penting salah satunya untuk memperbaiki kinerja di 

pemerintahan Kabupaten/Kota. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut 

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dalam rangka asas desentralisasi (Mardiasmo : 2006).  

Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, menyebutkan bahwa pemerintahan daerah 

provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dibawah kabupaten 

atau kota terdapat kecamatan, dimana kecamatan terdiri atas desa-desa atau 

kelurahan-kelurahan. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, desa adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Kewenangan yang dimiliki desa untuk mengatur dan mengurus 

pemerintahannya sendiri tersebut termasuk dalam pengelolaan keuangannya. 

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 membahas tentang 

pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa 

yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan 

desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penerimaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan 

keuangan desa dilakukan sendiri oleh pemerintah desa. Pemerintah desa 
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sebagaimana dimaksud adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 

dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.  

Pemerintah desa memiliki sumber-sumber pendapatan untuk membiayai 

semua kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan desa sebagai bentuk 

pelaksanaan kewenangan. Setiap desa memiliki kemampuan yang berbeda dalam 

mengelola penerimaan dan pengeluarannya. Hal tersebut dapat dilihat dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau yang biasa disebut APBDes. 

APBDes merupakan rencana keuangan Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu 

tahun. Konsep yang dilakukan pemerintah desa untuk mencapai tujuan dalam 

pembangunan dan pengaturan desa terdapat APBDes tersebut. Hal tersebut juga 

diatur dalam  Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, bahwa desa diberi 

kewenangan dalam pengelolaan keuangan desanya, sehingga desa semakin 

terbuka (transparan) dan responsible terhadap proses pengelolaan keuangan. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 73 menjelaskan 

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan desa. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan 

Permusyawaratan Desa, sesuai dengan hasil musyawarah.  

Pembangunan desa dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaannya 

akan menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan 

pendanaan perencanaan pembangunan tersebut akan dituangkan dalam APBDes. 

Ketergantungan desa terhadap dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah masih sangat kuat, karena desa belum maksimal dalam mengelola sumber-

sumber pendapatan yang berasal dari kekayaan atau potensi desa dan juga 

kurangnya pemanfaatan pada sumber keuangan sendiri. Pemanfaatan sumber 

keuangan sendiri pada desa dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Desa 

(PADesa) yang sumber utamanya berasal dari hasil usaha desa, pajak dan 

retribusi. Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa pendapatan asli 

daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
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undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang 

bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, 

yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali 

pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas 

desentralisasi. 

Peneliti memilih Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan sebagai 

objek penelitian. Desa Bulak merupakan salah satu desa yang menyusun APBDes 

setiap tahunnya. Desa Bulak memiliki visi yaitu terwujudnya kesejahteraan dan 

kemakmuran masyarakat Desa Bulak melalui peningkatan kinerja aparatur 

pemerintah dan SDM serta gotong royong membangun desa. Berdasarkan visi 

Desa Bulak, kinerja aparatur pemerintah desa dapat diukur melalui APBDes 

menggunakan rasio keuangan daerah. Rasio keuangan daerah yang digunakan 

untuk mengukur tingkat kinerja dari APBDes ada 5 yaitu rasio kemandirian, rasio 

pertumbuhan, rasio keserasian, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Penelitian ini 

menggunakan APBDes Desa Bulak tahun anggaran 2015-2017, sehingga kinerja 

pemerintah desa dapat dibandingkan dan disimpulkan kekurangan serta kelebihan 

dari kinerja pemerintah desa 3 tahun terakhir. Apabila terdapat kekurangan maka 

dapat dijadikan sebagai acuan untuk memperbaiki kinerja kedepannya. Peneliti 

memilih Desa Bulak karena jika dibandingkan Desa lain seperti Desa Tanjung, 

Desa Tegalarum, dan Desa Kincang dengan anggaran yang sama namun memiliki 

infrastruktur yang lebih baik. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian 

dengan judul Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja APBDes. Desa 

Bulak pasti memiliki tujuan dan hasil kerja tertentu yang akan dicapai. 

Pemanfaatan sumber daya dan penggunaan dana yang rendah diharapkan bisa 

secara optimal dilakukan, sehingga dapat mencapai tujuan atau sasaran yang akan 

dicapai. Hal tersebut dapat dilihat dan dianalisis dalam susunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).  
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah: 

1. Bagaimana analisis rasio keuangan desa Bulak tahun 2015-2017? 

2. Bagaimana kinerja pemerintah desa Bulak tahun 2015-2017 berdasarkan 

analisis rasio keuangan? 

 

1.3 TUJUAN PENULISAN 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulisan penelitian adalah : 

1. Analisis rasio keuangan desa Bulak tahun 2015-2017. 

2. Analisis kinerja pemerintah desa Bulak tahun 2015-2017 berdasarkan analisis 

rasio keuangan. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Bagi Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara teoritis, setidaknya dapat 

bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan. 

2. Manfaat Bagi Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan untuk 

kemajuan akademisi dan dapat berkontribusi bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan. 
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Anggaran 

Menurut Mardiasmo (2009 : 61), anggaran merupakan pernyataan dalam 

ukuran finansial terhadap rencana kinerja yang akan dicapai dalam satu periode. 

Anggaran berisi rencana atau perkiraan mengenai kegiatan yang akan dilakukan 

organisasi pada masa mendatang. Negara demokrasi berarti bahwa pemerintah 

sebagai wakil rakyat dan dipercaya rakyat untuk mengelola uang rakyat memiliki 

anggaran yang berisi rencana belanja. Anggaran merupakan blue print keberadaan 

sebuah negara dan menjadi arahan untuk mencapai tujuan masa mendatang. 

Menurut National Committee on Governmental Accounting (NCGA), saat ini 

Governmental Accounting Standarts Board (GASB), definisi anggaran (budget) 

adalah rencana keuangan yang berisi perkiraan pengeluaran dan pendapatan untuk 

membiayai dalam periode tertentu.  

Anggaran memiliki 2 hal penting, yaitu perencanaan dan pengontrolan biaya. 

Perencanaan mencakup persiapan anggaran untuk mencapai target atau tujuan 

yang telah ditetapkan, kegiatannya disebut penganggaran. Pengontrolan 

mencakup kegiatan yang dilakukan pihak manajemen untuk menjamin 

tercapainya target atau tujuan yang telah ditetapkan pada perencanaan, 

kegiatannya disebut pengontrolan anggaran. Terdapat 2 jenis anggaran menurut 

Baldric Siregar (2001) (Sujarweni : 2015), yaitu : 

a. Anggaran tetap (fixed budget), merupakan anggaran dengan pengeluaran 

(biaya) ditetapkan batasan absolutnya tanpa melihat tingkat operasi (Level 

of Operation) yang dilakukan. 

b. Anggaran fleksibel (Flexibel budget), merupakan anggaran dengan tingkat 

pengeluaran (biaya) yang dianggarkan dihubungkan dengan tingkat 

operasi yang dilakukan. Anggaran fleksibel tidak terdapat batasan 

pengeluaran absolut, karena pengeluaran dihubungkan dengan tingkat 

aktivitas. 
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Adapun beberapa manfaat yang diperoleh organisasi saat melakukan 

penganggaran, sebagai berikut : 

1. Anggaran menjadi alat komunikasi rencana manajemen keseluruh 

organisasi. 

2. Anggaran merupakan pertimbangan bagi manajer untuk merencanakan 

tujuan perusahaan. 

3. Alokasi sumber daya organisasi akan lebih efisien dan efektif jika melalui 

proses penganggaran. 

4. Mengurangi terjadinya aktivitas organisasi yang kurang maksimal. 

5. Anggaran dapat menjadi alat evaluasi kinerja organisasi. 

Anggaran sektor publik merupakan dokumen keuangan organisasi yang berisi 

infomasi menganai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Aspek-aspek dalam 

anggaran sektor publik antara lain aspek perencanaan, pengendalian, dan 

akuntabilitas publik. Anggaran sektor publik adalah bentuk pertanggungjawaban 

pihak manajemen organisasi kepada pemilik organisasi mengenai informasi 

semua kegiatan dan aktivitas organisasi dalam mengelola dana publik dan 

pelaksaan program kerja (Sujarweni : 2015). Isi dari anggaran adalah rencana 

pendapatan dan pengeluaran dari kegiatan yang akan dilaksanakan organisasi 

dalam suatu periode. Singkatnya, anggaran publik merupakan suatu rencana 

finansial yang menyatakan : 

a. Berapa banyak biaya untuk rencana yang telah ditetapkan. 

b. Bagaimana cara mendapatkan pendanaan untuk membiayai rencana yang 

telah ditetapkan. 

Anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama, antara lain (Sujarweni : 

2015) : 

1. Alat perencanaan 

Anggaran sektor publik digunakan sebagai perencana kegiatan, rincian 

biaya yang akan digunakan, dan rencana pendanaan organasisi sektor publik 

untuk mencapai tujuannya. 

2. Alat pengendalian 
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Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan pemasukan 

dan pengeluaran, sehingga keuangan organisasi menjadi efisien dan 

mencegah adanya pemborosan.  

3. Alat kebijakan fiskal 

Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk memprediksi organisasi 

sektor publik kepertumbuhan ekonomi yang baik. 

4. Alat koordinasi dan komunikasi 

Anggaran sektor publik sebagai penghubung antar unit diseluruh bagian 

organisasi. Terjadinya inkonsistensi pada unit kerja dapat dideteksi juga 

melalui anggaran. 

5. Alat penilaian kinerja 

Anggaran sektor publik sebagai alat penilaian kinerja untuk mencapai target 

yang telah ditetapkan manajemen organisasi yang efektif.  

6. Alat motivasi 

Anggaran sektor publik dapat menjadi motivasi untuk para karyawan dan 

dan pimpinan bekerja secara efisien dan efektif. 

Anggaran sektor publik dibagi menjadi 2 yaitu (Sujarwemi : 2015): 

1. Anggaran operasional 

Anggaran operasional organisasi sektor publik digunakan untuk 

merencanakan kebutuhan sehari-hari. Belanja operasi memiliki manfaat 

hanya satu periode dn tidak menambah pada aktiva organisasi. 

2. Anggaran modal 

Anggaran modal organisasi sektor publik digunakan sebagai rencana 

pembelian aktiva jangka panjang untuk pelaksanaan kegiatan organisasi, 

seperti gedung, kendaraan, perlatan, dan lain-lain. Belanja modal memiliki 

masa manfaat selama lebih dari satu tahun. 

Penyelenggara pemerintahan harus mengetahui prinsip pokok pada siklus 

anggaran yang terdiri dari 4 tahap yaitu, sebagai berikut (Moh Mahsun, dkk, 

2013) (Sujarweni : 2015) : 

1. Tahap persiapan anggaran 
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Tahap persiapan anggaran dilakukan estimasi atau perkiraan pengeluaran 

organisasi berdasarkan estimasi atau pengeluaran pendapatan yang 

diperoleh organisasi, sebelum melakukan estimasi pengeluaran harus lebih 

dulu melakukan estimasi pendapatan yang akurat. 

2. Tahap ratifikasi anggaran 

Tahap ratifikasi anggaran merupakan tahap pengesahan anggaran. Tahap 

ratifikasi mengharuskan eksekutif mampu menjawab pertanyaan dan 

sanggahan dari legislatif dengan argumen yang rasional mengenai anggaran 

organisasi yang telah disusun. 

3. Tahap pelaksanaan anggaran 

Tahap pelaksanaan anggaran merupakan tanggung jawab manajer keuangan 

untuk menciptakan sistem akuntansi keuangan yang handal serta memadai, 

baik untuk perencanaan maupun pengendalian anggaran dan juga dapat 

diandalkan untuk penyusunan periode anggaran tahun berikutnya. 

4. Tahap pelaporan dan evaluasi 

Tahap pelaporan dan evaluasi merupakan tahap terakhir dalam siklus 

anggaran. Anggaran dievaluasi saat pelaksanaannya dan 

dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan. 

Penyusunan anggaran dapat dilakukan melalui 2 pendekatan yaitu, sebagai 

berikut (Sujarweni : 2015) : 

1. Anggaran tradisional 

Pendekatan anggaran tradisional banyak digunakan di negara berkembang. 

2. Anggaran New Public Management (NPM), 

Pendekatan NPM dibandingkan dengan pendekapatan anggaran tradisional 

jauh lebih sistematis dalam perencanaan anggarannya. Pendekatan NPM 

memiliki beberapa teknik yaitu sistem anggaran kerja, sistem zero based 

budgeting (ZBB), dan sistem planning, programing, dan budgeting (PBBS). 

2.1.2 Desa 

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa adalah desa dan desa 

adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 
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mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Pemerintahan desa 

adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah 

desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat 

desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa dipilih 

langsung oleh masyarakat desa dan memiliki masa jabatan selama 6 tahun 

terhitung sejak tanggal pelantikan. Perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, 

pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis yang diangkat langsung oleh kepala 

desa. Perangkat desa meiliki tugas membantu kepala desa dalam melaksanakan 

tugas dan wewenangnya. Desa memiliki peraturannya sendiri yang disebut 

peraturan desa. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undpeangan yang 

ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 

Permusyawaratan Desa. 

Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, 

pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan 

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. 

Penyelenggaraan pemerintahan desa dibahas dan dimusyawarahkan dalam sebuah 

forum yang diikuti oleh BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa. Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan 

wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetpkan secara 

demokratis. Badan permusyawaratan desa berhak menyatakan pendapat, 

mengawasi dan meminta keterangan mengenai penyelenggaran pemerintahan 

desa, dan mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari 

APBDes. Penyelenggaraan pemerintahan desa berlandaskan pada asas kepastian 

hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, 
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keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntababilitas, efektivitas dan 

efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.  

Pembangunan desa memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan, melalui 

pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur, pengembangan potensi 

ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara 

berkelanjutan. Tahapan pembangunan desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan. Tahap perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan 

dan mengacu pada pembangunan Kota/Kabupaten. Tahap perencanaan desa 

meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana 

Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan 

sesuai RKPDes yang melibatkan seluruh masyarakat desa dengan memanfaatkan 

kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pengawasan pembangunan desa 

dilakukan oleh masyarakat desa. 

Kewenangan yang dimiliki desa untuk mengatur dan mengurus 

pemerintahannya sendiri tersebut termasuk dalam pengelolaan keuangannya. 

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, keuangan desa adalah semua 

hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu 

berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban desa. Pelaksanaan hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, 

belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa yang disebut dengan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes disusun berdasarkan 

RPJMDes. 

2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) rencana keuangan 

tahunan pemerintah desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan 

yang disetujui melalui pembahasan bersama antara pemerintah desa dan BPD 

(Badan Permusyawaratan Desa) sesuai ketetapan yang ada di peraturan desa 

(Soleh dan Rochansjah : 2015). Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Penggunaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan pasal 74, belanja desa diprioritaskan 
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untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah 

desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah 

Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Kebutuhan pembangunan sebagaimana 

dimaksud meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, 

lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Rancangan 

Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan 

Permusyawaratan  Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan 

Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada 

Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain, paling lambat 3 (tiga) hari sejak 

disepakati untuk dievaluasi. Bupati / Walikota dapat mendelegasikan evaluasi 

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 31 

Desember tahun anggaran berjalan (Pasal 101). Kepala Desa menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada 

Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan dengan 

Peraturan Desa (Pasal 104). APBDes merangkum semua kegiatan Pemerintahan 

Desa dan pembangunan desa beserta penganggarannya, sehingga dalam proses 

penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban melibatkan semua 

pihak yaitu masyarakat, eksekutif dan legislatif. Keterlibatan semua pihak adalah 

untuk memudahkan terlaksananya semua kegiatan yang telah disusun dan 

ditetapkan didalam APBDes.  

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014, Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintahan Desa. APBDes terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan 

pembiayaan desa. Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui 

rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak 

perlu dibayar kembali oleh desa. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari 

rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran 

yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa 

digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Pembiayaan desa 

meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran 
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yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014, pendapatan desa terdiri dari 

pendapatan asli desa (PAD), transfer, dan pendapatan lain-lain. Kelompok 

pendapatan asli desa (PAD) terdiri atas jenis : 

a. Hasil usaha desa, yang dimaksud antara lain hasil Bumdes, tanah kas desa. 

b. Hasil aset, yang dimaksud antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat 

pemandian umum, jaringan irigrasi. 

c. Swadaya, partisipasi dan gotong royon, yang dimaksud adalah membangun 

dengann kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa 

tenaga, barang yang dinilai dengan uang. 

d. Lain-lain pendapatan asli desa, yang dimaksud antara lain hasil pungutan 

desa. 

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014, kelompok transfer terdiri atas 

jenis dana desa, bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan retribusi 

daerah, alokasi dana desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD Provinsi, bantuan 

keuangan dari APBD Kabupaten/Kota. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi 

dan Kabupatan/Kota dapat bersifat khusus atau umum. Bantuan keuangan bersifat 

khusus yaitu dikelola dalam APBDes tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan 

penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%. Kelompok pendapatan 

lain-lain terdiri atas jenis hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak 

mengikat berupa pemberian uang, lain-lain pendapatan desa yang sah seperti 

pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan 

yang berlokasi di desa.  

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014, belanja desa terdiri atas 

beberapa kelompok diantaranya penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat 

desa, dan belanja tak terduga. Kelompok belanja desa tersebut dibagi dalam 

kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam Rencana 

Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Kegiatan yang dimaksud adalah belanja 

pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Jenis belanja pegawai 
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dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa 

dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD, yang pelaksanaannya dilakukan setiap 

bulan. Belanja barang dan jasa yang dimaksud yaitu digunakan untuk pengeluaran 

pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Belanja 

modal yang dimaksud yaitu digunakan untuk pengeluaran dalam rangka 

pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 

bulan guna kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Pemerintah desa dapat 

melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya, jika dalam keadaan darurat 

dan/atau keadaan luar biasa, seperti bencana alam, sosial, wabah, kerusakan 

sarana dan prasarana. Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja 

tidak terduga. 

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014, pembiayaan desa terdiri atas 

kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan 

pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun 

sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang 

dipisahkan. SILPA dimaksudkan dengan pelampauan penerimaan pendapatan 

terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SILPA 

merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk : 

a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada 

realisasi belanja. 

b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan. 

c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran 

belum diselesaikan. 

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana 

cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun 

anggaran berkenaan. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan 

untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.  

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pengeluaran pembiayaan 

terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Pemerintah 

desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan 

dananya tidak dapat sekaligus / sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun 
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anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa dan 

dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan 

yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. Pembentukan dana cadangan ini ditempatkan pada rekening 

tersendiri dan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa. Pengelolaan 

APBDesa adalah perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban, dimana dalam pengelolaan tersebut dilakukan pembinaan 

dan pengawasan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.  

2.1.4 Pengukuran Kinerja 

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem pengukuran dengan 

alat ukur baik finansial maupun non finansial yang digunakan manajer sektor 

publik untuk menilai tercapainya strategi organisasi (Sujarweni : 2015). Laporan 

kinerja merupakan hasil dari pengukuran kinerja. Adapun tujuan dilakukannya 

pengukuran kinerja dalam organisasi sektor publik, antara lain : 

a. Dapat memperbaiki kinerja masa depan organisasi sektor publik agar lebih 

baik dalam mencapai tujuannya. 

b. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

c. Menciptakan tanggung jawab kepada masyarakat umum. 

d. Alat mengomunikasikan srategi organisasi antara bawahan dan atasan. 

e. Tempat untuk mengalokasikan sumber daya. 

f. Sebagai alat mencapai strategi dengan ukuran finansial dan non finansial 

yang imbang. 

g. Menciptakan akuntantabilitas publik. 

Manfaat secara langsung yang diperoleh organisasi setelah tercapainya 

tujuan pengukuran kinerja yaitu (Mardiasmo dalam Sujarweni : 2015) : 

a. Memberi pemahaman bahwa dalam melakukan penilaian terhadap kinerja 

manajemen menggunakan ukuran tertentu. 

b. Memberi arah dalam mencapai target atau tujuan yang telah ditentukan. 

c. Mengawasi dan mengevaluasi capaian kinerja dan dibandingkan dengan 

target kinerja serta melakukan tindakan kolektif untuk memperbaiki 

kinerja. 
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d. Menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman atas 

pencapaian yang diukur sesuai kesepakatan sistem pengukuran kinerja. 

e. Menjadi alat komunikasi untuk memperbaiki kinerja organisasi antara 

atasan dan bawahan. 

f. Menjadi alat untuk mengidentifikasi kepuasan pelanggan atau publik. 

g. Memahami proses kegiatan dalam instansi pemerintahan. 

h. Memastikan bahwa dalam pengambilan keputusan dilakukan secara 

objektif. 

Kinerja digambarkan sebagai program atau kegiatan untuk mencapai sasaran, 

misi dan visi organisasi yang terdapat dalam skema strategi organisasi. 

Pengukuran kinerja merupakan alat untuk mengukur dan mencapai sasaran kinerja 

yang telah ditentukan oleh organisasi. Pengukuran kinerja memiliki empat elemen 

pokok, yaitu (Sujarweni : 2015) : 

1) Menetapkan tujuan dan strategi organisasi. 

2) Menentukan indikator dan ukuran kinerja. 

3) Mengukur tingkat tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. 

4) Melakukan evaluasi kinerja. 

Informasi yang digunakan dalam pengukuran kinerja, yaitu : 

1) Informasi Finansial 

Pengukuran kinerja finansial dilakukan dengan menganalisis varians 

antara kinerja aktual atau realisasi dengan yang dianggarkan. Analisis 

varians secara garis besar : 

a. Varians Pendapatan (Revenue variance) 

b. Varians Pengeluaran/Belanja (Expenditure variance) 

c. Varians Belanja Ruitin (Recurrent expenditure variance) 

d. Varians Belanja Investasi/Modal (Capital expenditure variance) 

 

Kelanjutan setelah melakukan analisis varians yaitu mengidentifikasi yang 

menjadi sumber penyebab terjadinya varians tersebut. Keterbatasan yang 

dimiliki analisis varians yaitu sulit dalam menentukan batas besarnya 

varians.  
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2) Informasi Non Finansial 

Kualitas dalam proses pengendalian manajemen juga dipengaruhi oleh 

informasi non finansial. Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif 

dan banyak dikembangkan oleh organisasi adalah Balanced Scorecard. 

Metode Balanced Scorecard merupakan pengukuran kinerja yang 

didasarkan pada aspek finansial dan aspek non finansial, sangat cocok 

untuk organisasi sektor publik karena ukuran kinerja utamanya bukan 

berfokus pada laba melainkan pada pelayanan yang bersifat kualitatif dan 

non finansial. 

Peran indikator kinerja dalam pengukuran kinerja digunakan sebagai indikator 

pelaksanaan strategi yang telah ditentukan. Indikator kinerja dapat berupa 2 hal 

yaitu faktor keberhasilan utama (critical success factors) dan indikator kinerja 

kunci (key performance indikator). Faktor keberhasilan utama adalah area yang 

mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi, sedangkan indikator 

kinerja kunci adalah sekelompok indikator pada ukuran kinerja kunci baik yang 

bersifat finansial maupun non-finansial guna melaksanakan operasi dan kinerja 

unit bisnis. Penentuan indikator kinerja menggunakan indikator diantaranya : 

1) Biaya pelayanan (cost of service), indikator biaya diukur dalam biaya unit 

(unit cost), misalnya biaya per unit pelayanan. 

2) Penggunaan (utilization), indikator ini membandingkan antara jumlah 

pelayanan yang ditawarkan dengan permintaan publik. 

3) Kualitas dan standar pelayanan (quality and standards), indikator ini yang 

paling sulit diukur karena menyangkut pertimbangan yang bersifat 

subjektif. 

4) Cakupan pelayanan (coverage), indikator ini perlu dipertimbangkan jika 

terdapat kebijakan atau peraturan perundangan yang memiliki syarat untuk 

memberikan pelayanan dengan tingkat pelayanan minimal yang 

ditentukan. 

5) Kepuasan (satisfaction), indikator ini diukur menggunakan metode jajak 

pendapat secara langsung. 
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Sistem pengukuran kinerja merupakan sistem yang memiliki tujuan membantu 

manajer publik menilai tercapainya strategi melalui alat ukur finansial dan 

nonfinansial. Manfaat dari adanya sistem pengukuran kinerja komprehensif 

adalah untuk memberikan manfaat jangka panjang (sustainable) (Sujarweni : 

2015). 

1) Perencanaan Strategis, merupakan proses sistematik yang bertujuan untuk 

menghasilkan tindakan dan keputusan-keputusan mendasar sebagai 

pedoman dan panduan organisasi dalam menjawab pertanyaan apa yang 

yang harus dilakukan dan mengapa melakukan aktivitas tertentu. 

2) Penyusunan Program, merupakan proses pembuatan keputusan mengenai 

program-program yang akan dilaksanakan organisasi dan taksiran jumlah 

sumber-sumber yang akan dialokasikan untuk setiap program tersebut. 

2.1.5 Analisis Rasio Keuangan 

Analisis rasio keuangan merupakan salah satu alat yang digunakan untuk 

menilai kinerja organisasi dalam pengelolaan keuangan yang tertuang dalam 

laporan keuangan (Abdul Halim : 2012). Analisis rasio keuangan dalam 

organisasi sektor publik belum banyak digunakan, sehingga secara teori belum 

ada kesepakatan mengenai nama dan kaidah pengukurannya (Abdul Halim : 

2012). Analisis rasio keuangan tetap harus dilakukan pada organisasi sektor 

publik, meskipun kaidah akuntansi dalam laporan keuangan pemerintah daerah 

berbeda dengan laporan keuangan perusahaan swasta, hal tersebut agar 

pengelolaan keuangan daerah transparan dan akuntabel. 

Analisis rasio keuangan APBD dapat dilakukan dengan membandingkan 

capaian hasil antar periode sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan 

yang terjadi. Membandingkan antar raiso keuangan yang dimiliki pemerintah 

daerah lain yang memiliki potensi daerah relatif sama juga dapat dilakukan 

sebagai bagian dari analisis rasio keuangan. Pihak-pihak yang berkepentingan  

dengan rasio keuangan APBD yaitu sebagai berikut (Abdul Halim : 2012): 

a. DPRD sebagai wakil dari rakyat. 

b. Pihak eksekutif sebagai dasar dalam penyusunan APBD selanjutnya. 
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c. Pemerintah pusat/provinsi sebagai pembina dalam pelaksanaan 

pengelolaan keuangan daerah. 

d. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang ikut memiliki saham 

pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli 

obligasi. 

Rasio keuangan daerah yang dikembangakan berdasarkan data keuangan 

yaitu APBD antara lain rasio kemandirian, rasio keserasian, rasio pertumbuhan, 

rasio efisiensi, dan rasio efektivitas (Abdul Halim : 2012). 

2.1.6 Rasio Kemandirian 

Kemandirian keuangan daerah menggambarkan bahwa pemerintah daerah 

mampu membiayai sendiri pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, 

dan pelayanan pada masyarakat yang telah ikut berkontribusi dalam pembayaran 

pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Kemandirian keuangan 

daerah berkaitan erat dengan besar atau kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) 

yang kemudian dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber 

lainnya, misal bantuan pemerintah pusat atau pendapatan yang berasal dari 

pinjaman. 

Rasio Kemandirian = 
PAD

Bantuan pemerintah pusat + pinjaman
 

Adanya rasio kemandirian keuangan suatu daerah dapat menggambarkan 2 hal 

yaitu :  

1. Tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap sumber dana eksternal.  

Tingginya rasio kemandirian berarti bahwa tingkat ketergantungan daerah 

terhadap sumber dana eksternal rendah, begitu sebaliknya. 

2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Tingkat 

partisipasi masyarakat tinggi berarti bahwa rasio kemandirian daerah 

tersebut juga tinggi, dan sebaliknya. 

2.1.7 Rasio Keserasian 

Rasio ini menggambarkan prioritas alokasi dana belanja rutin dan belanja 

modal secara optimal oleh pemerintah daerah. Tingginya persentase alokasi dana 

untuk belanja rutin akan berpengaruh terhadap rendahnya persentase alokasi dana 
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untuk belanja modal yang digunakan dalam pembangunan sarana dan prasarana 

ekonomi bagi masyarakat. Rumus rasio keserasian yaitu : 

Rasio belanja rutin/operasi  = 
Belanja rutin/operasi

Total APBD
 

Rasio belanja pembangunan = 
Belanja pembangunan

Total APBD
 

Rasio belanja rutin dan rasio pembangunan belum memiliki tolok ukur yang 

pasti, karena kedua rasio ini sangat dipengarhi oleh dinamisasi kegiatan 

pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi untuk mencapai pertumbuhan 

yang ditargetkan. Peranan pemerintah daerah di negara berkembang untuk 

memacu pelaksanaan pembangunan relatif kecil, sehingga berdampak pada rasio 

belanja pembangunan yang juga relatif kecil, hal tersebut perlu adanya 

peningkatan sesuai kebutuhan pembangunan daerah. 

2.1.8 Rasio Pertumbuhan 

Rasio pertumbuhan menggambarkan bahwa pemerintah daerah mampu untuk 

mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai setiap periodenya. 

Pertumbuhan yang terjadi pada komponen sumber pendapatan dan pengeluaran 

akan menjadi bahan untuk evaluasi potensi-potensi yang perlu mendapat perhatian 

dari pemerintah daerah. Rumus rasio pertumbuhan yaitu : 

pendapatan/pengeluaran tahun berjalan − pendapatan/pengeluaran tahun sebelumnya 

pendapatan/pengeluaran tahun sebelumnya
 

 

2.1.9 Rasio Efisien 

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, efisien adalah pencapaian 

keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan 

terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Menurut Mardiasmo (2009 : 132), 

efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Efisiensi diukur dengan 

cara membandingkan antara keluaran atau output yang dihasilkan dengan input 

yang digunakan. Produk atau hasil dari pelaksanaan kegiatan operasinal  mampu 

dicapai dengan penggunaan dana dan sumber daya yang seminimal mungkin agar 

dapat dikatakan efisien (spending well). Efisien memiliki indikator yang 

menunjukkan hubungan antara input sumber daya dalam suatu organisasi (misal : 
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staf, upah, biaya administrasi) dan keluaran atau output yang dihasilkan 

organisasi. Suatu kinerja dikatakan efisiensi jika dengan rasio antara 60,01% - 

80%, semakin kecil rasio maka kinerja semakin efisien dan semakin besar besar 

rasio maka kinerja semakin tidak efisien. Rumus rasio efisiensi yaitu : 

Rasio efisiensi = 
Total Realisasi Belanja Daerah

Total Realisasi Pendapatan Daerah
 x 100%  

    Atau 

Efisiensi         =   
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡
 

Perbandingan antara keluaran dan masukan merupakan cara untuk mengukur 

efisiensi, perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara : 

1. Meningkatkan output pada tingkat input yang sama. 

2. Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi 

peningkatan input. 

3. Menurunkan input pada tingkatan output yang sama. 

4. Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi 

penurunan output. 

2.1.10 Rasio Efektivitas 

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efektif merupakan 

pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara 

membandingkan keluaran dengan hasil. Terkait dengan efektivitas pelaksanaan 

evaluasi, Menteri Dalam Negeri dapat mengundang pejabat pemerintah daerah 

provinsi terkait. Capaian atau target kinerja merupakan ukuran prestasi kerja 

yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas 

pelaksaan dari setiap program dan kegiatan. 

Keberhasilan organisasi pada umumnya diukur dengan konsep efektivitas, 

menurut Steers dan Sutrisno (2011 : 123), pada umumnya efektivitas hanya 

berkaitan dengan tujuan organisasi, yaitu laba, yang cenderung mengabaikan 

aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia. 

Penelitian mengenai efektivitas organisasi, sumber daya manusia dan perilaku 

manusia seharusnya selalu muncul menjadi fokus primer dan usaha-usaha untuk 

meningkatkan efektivitas dan diawali dengan meneliti manusia ditempat kerja. 
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Menurut Gibson dan Pasolong (2011 : 4), mengatakan bahwa efektivitas adalah 

pencapaian target melalui usaha bersama. Derajat pencapaian sasaran 

menunjukkan derajat efektivitas. 

Menurut Mardiasmo (2009 : 1320), pengertian efektivitas berkaitan dengan 

tercapainya tujuan atau sasaran kebijakan yang telah ditetapkan (hasil guna). 

Efektivitas merupakan hubungan antara hasil dengan tujuan  yang harus dicapai. 

Suatu organisasi akan dikatakan efektif kegiatan operasionalnya jika tujuan dan 

target kebijakan tercapai (spending wisely). Efektivitas memiliki indikator yang 

menunjukkan jangkauan dampak (outcome) dari hasil kegiatan dalam mencapai 

tujuan. Besarnya kontribusi keluaran yang dihasilkan atas tercapainya tujuan yang 

telah ditetapkan, akan semakin efektif juga proses kerja suatu organisasi. Ukuran 

efektivitas tidak mengenai seberapa besar besar biaya yang dikeluarkan untuk 

mencapai sutau tujuan melainkan tercapai atau tidaknya suatu tujuan dalam 

organisasi. Penilaian efektivitas pemerintah daerah melalui perbandingan realisasi 

pendapatan asli daerah (PAD) dengan  target yang telah ditetapkan atas dasar 

potensi riil. Rumus rasio efektivitas yaitu : 

Rasio efektivitas = 
Realisasi PAD

Target PAD berdasarkan potensi riil
 x 100% 

 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya dan menjadi sumber referensi bagi peneliti, antara lain : 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Judul Variabel Hasil Penelitian 

1. Analisis Efisiensi dan 

Efektivitas Anggaran 

Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBDesa) di Desa 

Agrodadi (Umi Yunianti, 

2015) 

APBDesa, 

Efisiensi, 

Efektivitas 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa analisis 

efisiensi dan efektivitas 

APBDesa di Desa Agrodadi 

berdasarkan rasio efisiensi, 

kinerja APBDesa memiliki 
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kecenderungan tidak efisien, 

sedangkan berdasarkan rasio 

efektivitas, kinerja APBDesa 

sangat baik. 

2. Efektivitas Penggunaan 

Anggaran Pendapatan 

Belanja Desa (APBDes) 

Tahun 2015 di Desa Pulau 

Sengkilo Kecamatan 

Kelayang Kabupaten 

Indragiri Hulu (Mauliyanna 

M. Amin, 2017). 

Efektivitas, 

implementasi, 

APBDesa 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

efektivitas penggunaan 

APBDesa Tahun 2015 di 

Desa Pulau Sengkilo masih 

kurang efektif karena masih 

banyak sarana dan prasana 

desa yang rusak. 

3. Analisis Perencanaan 

Pengelolaan Keuangan 

Desa Berdasarkan 

Permendagri Nomor 113 

Tahun 2014 (Studi Kasus 

pada Desa Jambesari 

Kecamatan Jambesari 

Darus Sholah Kabupaten 

Bondowoso) (Riza Bella 

Anggriani, 2018). 

Perencanaan 

pengelolaan 

keuangan 

desa, 

Permendagri 

Nomor 113 

Tahun 2014, 

APBDesa 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

perencanaan pengelolaan 

keuangan Desa Jambesari 

sebesar 93,75% telah sesuai 

dengan Permendagri Nomor 

113 tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa 

serta dikelola berdasarkan 

asas transparan yaitu terbuka 

terhadap masyarakat, 

akuntabel yaitu dapat 

dipertanggungjawabkan, 

partisipatif yaitu 

mengikutsertakan 

kelembagaan desa dan 

masyarakat desa dalam 

perencanaannya. 
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4. Analisis Rasio Keuangan 

untuk Menilai Kinerja 

Keuangan Pemerintah 

Daerah (Studi Kasus Pada 

Pemerintah Kota 

Surakarta) (Joko Pramono, 

2014). 

Kinerja 

keuangan, 

rasio 

kemandirian, 

rasio 

efektivitas, 

rasio efisiensi, 

rasio 

keserasian, 

rasio 

pertumbuhan, 

rasio DSCR. 

Kinerja keuangan dari 

Pemerintah Kota Surakarta 

untuk tahun 2010 dan 2011 

ditinjau dari aspek 

pendapatan asli daerahnya 

sudah sangat efektif dan 

efisien. 

 

2.3 Kerangka Konseptual  
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Berdasarkan kerangka konspetual diatas data untuk penelitian ini diambil dari 

APBDes Desa Bulak tahun 2015-2017, kemudian dihitung masing-masing rasio 

yaitu rasio pertumbuhan, rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio efektivitas, dan 

rasio keserasian. Data dari APBDes yang digunakan untuk menghitung rasio 

pertumbuhan, rasio kemandirian, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas 

menggunakan pendapatan asli daerah (PAD). Berbeda dengan rasio keserasian 

yan terdiri dari 2 rasio yaitu rasio belanja rutin/operasi dan rasio belanja modal. 

Rasio belanja rutin/operasi menggunakan data dari APBDes berupa bealanja 

rutin/operasi dan total APBDes, sedangkan rasio belanja modal menggunakan 

data dari APBDes berupa belanja modal dan total APBDes. Perhitungan rasio-

rasio tersebut selesai, selanjutnya menganalisis data hasil dari perhitungan rasio 

tersebut dengan membandingkannya dari tahun 2015, tahun 2016, dan tahun 

2017. Hasil analisi akan menunjukkan kesimpulan bagaimana kinerja APBDes 

Desa Bulak selama 3 tahun tersebut. 
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BAB 3 METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

merupakan penelitian yang menguji teori-teori melalui pengukuran variabel-

variabel penelitian dengan angka dan analisis data menggunakan prosedur statistik  

(Indriantoro dan Supomo : 2014). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan deskriptif. Penelitian dengan pendekatan deskriptif 

merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari 

populasi (Indriantoro dan Supomo : 2014). Penelitian deskriptif kuantitatif adalah 

penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta menggunakan angka dan 

analisis dengan prosedur statistik (Indriantoro dan Supomo : 2014). Berdasarkan 

pendekatan tersebut, penulis mengetahui keadaan objek sehingga penulis dapat 

mennganalisis tentang kinerja pemerintah Desa Bulak melalui APBDes dan 

mendeskripsikan serta mengintepretasikan hasil. 

 

3.2 Objek Penelitian 

Menurut Sugiyono (2014) objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat 

atau nilai orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Objek yang menjadi penelitian yaitu Desa Bulak yang merupakan salah satu desa 

yang berada di Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, tepatnya terletak di 

Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Secara geografis, Magetan terletak di 

sekitar 7o 38’ 30” lintang selatan dan 111o 20’ 30” bujur timur dengan ketinggian 

antara 660 s/d 1.660 meter di atas permukaan air laut. Peneliti memilih Desa 

Bulak karena untuk mengetahui kinerja pemerintah desa melalui APBDesa 

menggunakann rasio keuangan daerah. 
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3.3 Sumber Data 

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan 

dalam penentuan metode pengumpulan data, disamping jenis data yang telah 

dibahas dimuka (Indriantoro dan Supomo : 2014). Sumber data penelitian ini 

terdiri dari :  

1. Data primer 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (Indriantoro dan Supomo : 2014). Data primer 

dapat berupa opini subjek (orang) secara individual. Narasumber atau 

responden yaitu orang yang biasanya dijadikan objek penelitian atau sebagai 

saran untuk mendapatkan informasi. Narasumber dari penelitian ini yaitu 

Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, dan BPD desa Bulak. 

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak 

langsung atau melalui media perantara (Indriantoro dan Supomo : 2014). 

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang 

telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang 

tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo : 2014). Data sekunder 

diperoleh peneliti dari dokumen-dokumen bagian pemerintahan desa di 

kantor desa Bulak, seperti APBDesa tahun 2015 sampai 2017, Permendagri 

Nomor 113 Tahun 2014, dan buku-buku mengenai APBDesa. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian data yang 

berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh dataa penelitian (Indriantoro 

: 2016). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dari : 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang 

menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian (Indriantoro 

dan Supomo : 2014). Teknik wawancara dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu 

melalui tatap muka atau melalui telpon (Indriantoro dan Supomo : 2014). 
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Wawancara pada penelitian ini akan mewawancarai, diantaranya Kepala Desa 

Bulak, Sekretaris Desa Bulak, Bendahara Desa Bulak, dan BPD sehingga 

menghasilkan informasi yang akurat. 

2. Dokumentasi 

Dokumen atau data dokumenter adalah jenis data penelitian yang antara lain 

berupa faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam 

bentuk laporan program (Indriantoro dan Supomo : 2014). Dokumen 

penelitian ini diperoleh dari buku-buku dan APBDes tahun 2015 sampai 

2017. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya 

digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian 

(Indriantoro dan Supomo : 2014). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

analisis rasio keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut : 

1) Rasio kemandirian daerah 

Rasio kemandirian daerah  = 
Pendapatan Asli Daerah

Bantuan Pusat+Pinjaman
 

Rasio kemandirian menggambarkan kemandirian keuangan daerah yang 

berkaitan erat dengan besar atau kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) yang 

kemudian dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber 

lainnya. Tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan mengacu pada 

Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996, sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Kemampuan Keuangan Kemandirian (%) 

Sangat Rendah 0%-25% 

Rendah 25%-50% 

Sedang 50%-75% 

Tinggi 75%-100% 
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2) Rasio keserasian 

a. Rasio belanja rutin/operasi = 
Belanja rutin/operasi

Total APBD
 

b. Rasio belanja modal   = 
Belanja modal

Total APBD
 

Rasio ini menggambarkan prioritas alokasi dana belanja rutin dan belanja 

modal secara optimal oleh pemerintah daerah. Pedoman berapa besarnya 

rasio belanja rutin dan rasio modal atau pembangunan belum ada, 

dikarenakan dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan 

besarnya kebutuhan investasi yang perlukan untuk mencapai pertumbuhan 

yang ditargetkan. 

3) Rasio pertumbuhan 

pendapatan/pengeluaran tahun berjalan − pendapatan/pengeluaran tahun sebelumnya 

pendapatan/pengeluaran tahun sebelumnya
 

Rasio pertumbuhan menggambarkan bahwa pemerintah daerah mampu untuk 

mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai setiap 

periodenya. 

4) Rasio efisiensi 

Rasio efisiensi = 
Total Realisasi Belanja Daerah

Total Realisasi Pendapatan Daerah
 x 100% 

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara keluaran atau output 

(biaya) yang dihasilkan dengan input (pendapatan) yang digunakan. Tingkat 

efisiensi dan kinerja keuangan mengacu pada Kepmendagri No. 690.900.327 

tahun 1996, sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan 

100% keatas Tidak Efisien 

90%-100% Kurang Efisien 

80%-90% Cukup Efisien 

60%-80% Efisien 

Kurang dari 60% Sangat Efisien 
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5) Rasio efektivitas 

Rasio efektivitas = 
Realisasi PAD

Target PAD berdasarkan potensi riil
 x 100% 

Rasio efektivitas menggambarkan perbandingan realisasi pendapatan asli 

daerah (PAD) dengan  target yang telah ditetapkan atas dasar potensi riil. 

Tingkat efektivitas dan kinerja keuangan mengacu pada Kepmendagri No. 

690.900.327 tahun 1996, sebagai berikut : 

Tabel 3.3 

Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan 

Sangat Efektif ˃100% 

Efektif 90%-100% 

Cukup Efektif 80%-90% 

Kurang Efektif 60%-80% 

Tidak Efektif ≤ 60% 
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3.6 Kerangka Pemecahan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam pendahuluan, kajian teori dan metode penelitian, 

peneliti mencoba memberikan gambaran umum mengenai kerangka pemecahan 

masalah sebagai berikut : 
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BAB 5 PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

Hasil analisis rasio keuangan Desa Bulak tahun 2015-2017 yang dilakukan  

menunjukkan dari aspek kemandirian masih sangat rendah yaitu sebesar 3,04% 

(2015), 1,73% (2016), dan 1,45% (2017), sedangkan dari aspek keserasian juga 

masih kurang baik yaitu belanja rutin sebesar 42% (2015), 38% (2016), dan 43% 

(2017), untuk belanja modal sebesar 41% (2015), 33% (2016), dan 42% (2017). 

Aspek pertumbuhan Desa Bulak cukup baik, dilihat dari total pendapatan yaitu 

sebesar 43,93% (2016), dan 34,89% (2017), dari belanja rutin sebesar 30,26% 

(2016), dan 53,73% (2017), sedangkan dari belanja modal sebesar 15,44% (2016), 

dan 70,97% (2017). Aspek efisiensi tahun 2015 dan 2016 adalah tidak efisien 

sebesar 100%, dan tahun 2017 cukup efisien yaitu sebesar 87,93%. Aspek 

efektivitas tahun 2015, 2016, dan 2017 yaitu sebesar 100% yang berarti efektif. 

Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan Desa Bulak tahun 2015-2017 

tersebut, kinerja pemerintah Desa Bulak dari aspek kemandirian dan keserasian 

adalah masih kurang optimal, perlu adanya peningkatan kinerja terutama dalam 

mengelola PADesa seperti BUMDes, dan juga pengalokasian dana yang tepat 

agar tidak terjadi pemborosan pada anggaran. Kinerja pemerintah desa dari aspek 

pertumbuhan cukup baik diliat dari total pendapatan, belanja rutin, dan belanja 

modal tahun 2015-2017. Kinerja pemerintah desa dari aspek efisiensi cukup baik 

dan efisien, sedangkan dari aspek efektivitas kinerja pemerintah desa sudah 

efektif. 

  

5.2 Keterbatasan 

Peneliti menyadari adanya keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian. 

Adapun keterbatasan tersebut, yaitu : 
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1. Hasil penelitian menunjukkan angka yang kurang kompatibel. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan keterbatasan yang ada dalam penelitian, beberapa saran yang 

dapat dipertimbangkan guna penelitian selanjutnya yang sejenis, antara lain : 

1. Perlu dilakukan penelitian yang lebih tepat dengan menggunakan variabel 

lain agar hasil penelitian kompatibel. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran Surat ijin penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat (LP2M) 
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Lampiran Surat keterangan telah melakukan perizinan penelitian di Desa Bulak, 

Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan 
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Lampiran 4.1 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pemerintah Desa Bulak 

Tahun Anggaran 2015 
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